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ABSTRAK 

Optimalisasi peran birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari upaya pemerintah untuk menciptakan suatu birokrasi yang berkualitas, 

bekerja secara maksimal, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik sebagai 

perencana, pelaksana maupun sebagai evaluator dan pengawas pembangunan. 

Optimalisasi mengandung makna bahwa selama ini birokrasi belum maksimal 

melaksanakan tugas sebagai pelayan publik yang profesional, mempunyai 

integritas  yang tinggi, dan bebas dari KKN. Birokrasi belum optimal memberi 

kontribusi positif pada tugas-tugas pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. 

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bekerja 

sesuai dengan harapan masyarakat adalah melalui e-Government. suatu metode 

kegiatan pemerintahan yang menggunakan perangkat elektronik untuk melayani 

masyarakat, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Optimalisasi peran birokrasi melalui e-Government bukan saja menjadi tuntutan, 

akan tetapi juga menjadi keharusan, dinamika masyarakat yang sedang tumbuh 

dan berkembang dan membutuhkan pelayanan yang lebih berkualitas, pesatnya 

perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, semua ini memberi 

kontribusipositif lahirnya birokrasi berbasis -Government. 

Kata Kunci. : Optimalisasi, Birokrasi dan e-Government 

 

PENDAHULUAN 

Optimalisasi peran birokrasi 

merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk menciptakan suatu birokrasi yang 

bekerja secara maksimal, melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan untuk 

mencapai tujuan negara sebagaimana 

diamanatkan dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945. Pentingnya peran 

birokrasi dilaksanakan secara optimal 

dapat dilihat dari berbagai produk 

kebijakan pemerintah, salah satu 

diantaranya adalah Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang mengisyaratkan bahwa ASN harus 

dibangun dan memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Optimalisasi peran birokrasi 

mengandung makna bahwa selama ini 

birokrasi belum maksimal melaksanakan 

tugas sebagai pelayan publik yang 

profesional, mempunyai integritas  yang 

tinggi, dan bebas dari KKN. Birokrasi 

belum memberi kontribusi positif pada 

tugas-tugas pemerintahan sebagai 

perencana, pelaksana dan evaluator 

pembangunan. Kehadiran birokrasi malah 

dimaknai negatif oleh masyarakat sebagai 

organisasi tambun, boros, tidak efisien 

dan tidak efektif, korupsi. Birokrasi 

seperti ini digambarkan oleh Karl Max 

dan Harold Laski sebagai birokrasi yang 

penuh dengan patologi (penyakit), 

Birokrasi menurutnya adalah alat 

penindas (penghisap) bagi kaum yang 

lemah (miskin) dan hanya membela 

kepentingan orang kaya. ( Budi Setiono, 

2005,  Martin Albrow 1989, Peter M 

Blau dan MW Meyer 1956). 

Penyakit birokrasi yang selama ini 

melekat dan disebut sebagai patologi 
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birokrasi sebagaimana digambarkan di 

atas, semakin hari semakin kronis dan 

susah disembuhkan betapupun 

pemerintah selalu berupaya untuk 

memperbaiki melalui berbagai kegiatan. 

Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh 

melekatnya penyakit birokrasi sejak 

lama, bahkan disebut sudah membudaya. 

(Akhmad Setiawan, 1998)  

Salah satu upaya pemerintah untuk 

menciptakan birokrasi yang baik dan 

bekerja sesuai dengan harapan 

masyarakat adalah melalui e-

Government. Gagasan ini sudah diadakan 

oleh pemerintah melalui Instruksi 

Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 

tentang Telematika (Telekomunikasi, 

Media dan Informatika) yang intinya 

menyatakan bahwa aparat pemerintah 

harus menggunakan teknologi telematika 

untuk mendukung good governance dan 

mempercepat proses demokrasi. Lebih 

jauh lagi, electronic government wajib 

diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda 

di kantor-kantor pemerintahan.  

E-Government adalah suatu metode 

kegiatan pemerintahan yang 

menggunakan perangkat elektronik untuk 

melayani masyarakat, melaksanakan 

tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan. E-Government merupakan 

singkatan dari elektronik pemerintah, 

biasa juga disebut e-gov atau pemerintah 

digital. Suatu penataan system 

manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. (Sriyanti 

2015). 

Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Basuki Yusuf Iskandar 

(2016) menyatakan bahwa upaya 

mewujudkan pemerintahan yang terbuka, 

tidak hanya membutuhkan perubahan 

karakter, mentalitas, atau pola pikir di 

kalangan birokrasi pemerintahan dan 

badan publik, tapi juga membutuhkan 

reformasi sistem dan pola kerja. 

Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan 

salah satunya dengan menerapkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik atau 

yang biasa disebut dengan e-Government. 

Penerapan e-Government pada dasarnya 

fokus kepada pengelolaan informasi 

dalam birokrasi dengan menggunakan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK), 

 Pentingnya e-Government 

dilaksanakan secepatnya, bukan saja 

masalah reformasi ditubuh birokrasi, 

tetapi juga berdasarkan hasil survei PBB 

pada tahun 2016 mengenai E-

Government Development Indeks 

(EGDI), Basuki Yusuf Iskandar (2016)  

mengatakan bahwa posisi Indonesia dan 

Timor Leste dalam hal (EGDI) masih 

belum memuaskan. Hal ini ditandai 

dengan posisi rangking EGDI kedua 

negara tergolong pada posisi bawah, 

Indonesia pada peringkat ke-116 dan 

Timor Leste pada peringkat 160. Ini 

artinya kualitas pengembangan e-

Governmet di Indonesia dan Timor Leste 

masih perlu ditingkatkan. 

Tuntutan dan Keharusan. 

Optimalisasi peran birokrasi bukan 

saja menjadi tuntutan, akan tetapi juga 

menjadi keharusan, disebut tuntutan 

karena dinamika masyarakat yang sedang 

tumbuh dan berkembang dan 

membutuhkan pelayanan yang lebih 

berkualitas. Sementara itu birokrasi 

kurang tanggap dan lamban dalam 

melakukan perubahan, organisasi 

birokrasi dipandang terlau besar bahkan 

cenderung mengkonsumsi banyak sumber 

daya. Oleh sebab itu birokrasi harus 

ramping, anggarannya dipangkas karena 

tidak efisien dan tidak efektif, bahkan 

cenderung dikorupsi. (Toha, Miftah, 

2003) 

 Birokrasi harus profesional dan 

fokus pada pelayanan masyarakat, 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 

dan pembangunan, dituntut untuk fokus 

karena terlalu terkesan banyak 
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mecampuri urusan masyarakat, meskipun 

sesungguhnya masyarakat itu bisa 

melakukannnya sendiri., oleh sebab itu 

birokrasi dituntut untuk berbagi tugas 

pada sektor swata atau publik  

Optimalisasi peran birokrasi penting 

karena tutntutan global, dunia yang 

sangat dinamis dan senang atau tidak 

senang harus menyesuikan dengan 

perubahan-perubahan itu, kalau tidak 

maka birokrasi akan mengalami resistensi 

dan menghambat program-program 

pemerintah dan pembangunan. Dengan 

adanya globalisasi maka sekat-sekat antar 

negara akan menjadi semakin longgar. 

Dampak yang paling terasa dari efek 

globalisasi ini adalah kecenderungan 

semakin terintegrasikannya capital 

markets dalam tataran dunia yang bisa 

menyebabkan hilangnya elemen-elemen 

kedaulatan pada setiap negara. Dengan 

terjadinya globalisasi, dinamika suatu 

negara/daerah akan ditentukan oleh 

seberapa baik negara (pemerintah) itu 

dapat memenuhi keinginan dan melayani 

kebutuhan pasar khususnya capital 

markets (Blau, Peter, Meyer, Marshall, 

2000). 

Optimalisasi peran birokrasi juga 

penting karena tutntutan hadirnya 

teknologi. Pesatnya perkembangan 

teknologi, terutama teknologi informasi, 

jelas memiliki pengaruh yang sangat 

dominan terhadap perubahan manajemen 

pemerintahan. Pekerjaan yang dahulu 

diselesaikan secara manual sehingga 

membutuhkan sangat banyak tenaga 

kerja, sekarang sudah berubah menjadi 

alat-alat digital sehingga hanya 

membutuhkan sangat sedikit tenaga kerja. 

Ini menunjukkan bahwa model 

manajemen baru sangat diperlukan, 

karena situasi pekerjaan saat sekarang 

memang telah berubah total dari masa-

masa sebelumnya  

Terjadinya gerakan reformasi juga 

memberi kontribusi pada keharusan 

birokrasi berubah, hal ini disebabkan oleh 

norma politik demokrasi yang 

menghendaki birokrasi memiliki 

netralitas politik, transparan, responsible, 

berakuntabilitas, bersih dan berwibawa. 

Dengan tuntutan ini, otomatis birokrasi 

harus membangun frame dan 

karakteristik baru dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan amanat yang 

dikehendaki rakyat. (Dwiyanto, Agus, 

2006) 

Optimalisasi peran birikrasi juga 

bersentuhan dengan era yang disebut 

otonomi daerah. Dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, sesuai dengan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah 

diganti menjadi Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 struktur 

birokrasi sudah tidak lagi tersentralisasi 

pada pemerintah pusat melainkan ada 

pada daerah kabupaten/kota. 

Melalui e-Government. 

Kalau birokrasi yang selama ini 

tidak bisa berperan maksimal disebabkan 

oleh faktor sejarah dan budaya, maka 

tidak ada pilihan lain kecuali memilih e-

Government sebagai jalan keluarnya, 

kenapa demikian ? sebab melalui cara ini 

birokrasi yang selama ini sakit karena 

korupsi, inefisien, lamban, dan cenderung 

dilayani, dengan e- Government, semua 

itu bisa hilang.  

Salah satu manfaat langsung dari 

penerapan e-Government menurut Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Basuki 

Yusuf Iskandar  adalah adanya 

pemangkasan biaya dan waktu, serta 

meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

praktik korupsi dalam pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Tujuan 

akhirnya adalah untuk meningkatkan 

kualitas layanan publik kepada 

masyarakat, bahwa implementasi e-

Government telah terbukti membuahkan 

hasil nyata. Misalnya pada pengurusan 

perpanjangan KTP di Desa 

Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang dapat dilakukan hanya 
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dalam 10 menit dengan menerapkan 

Sistem Pelayanan Masyarakat Desa 

(Simpedes). 

Untuk mewujudkan pemerintahan 

yang terbuka, pemerintah harus berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK). Berikut dengan terobosan dan 

inovasi yang semuanya sangat 

berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi 

Aparat Sipil Negara (ASN). Demikian 

disampaikan Basuki Yusuf Iskandar 

Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika pada saat pembukaan 

kegiatan Local Training For IT Capacity 

Building dan IT Capacity Building 

Program For Officials of Timor-Leste 

Through South-South And Triangular 

Cooperation di kantor BPPTIK, 

Cikarang, Bekasi. Reformasi birokrasi 

melalui penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik atau yang biasa 

disebut dengan e-Government. e-

Government sebagai sistem yang 

menghubungkan pemerintah dengan 

pemerintah (G-G), pemerintah dengan 

dunia usaha (G-B) dan pemerintah 

dengan masyarakat (G-C). Dengan 

penerapan e-Government ini bermanfaat 

adanya pemangkasan biaya dan waktu, 

serta meminimalisasi kemungkinan 

terjadinya praktik korupsi dalam 

pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

mengatakan penggunaan sistem berbasis 

elektronik menjadi syarat mutlak dalam 

mewujudkan pemerintahan yang terbuka. 

Kepala Negara mengatakan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang terbuka, 

tidak saja memerlukan perubahan 

karakter, tetapi dituntut perubahan 

mentalitas atau perubahan pola pikir di 

kalangan birokrasi pemerintahan dan 

badan-badan publik.Keterbukaan 

memerlukan reformasi sistem dan pola 

kerja, terutama menerapkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik atau e-

government mulai dari e-budgeting, e-

procurement, e-audit, e-catalogue, sampai 

cash flow management system," kata 

Presiden Jokowi pada Penganugerahan 

Penghargaan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) di Istana Negara. 

KESIMPULAN 

1. Salah satu upaya pemerintah untuk 

menciptakan birokrasi yang 

berkualitas, bekerja secara profesional 

sebagai pelayan masyarakat dan 

melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan 

dengan baik adalah melalui e-

Government. suatu metode 

penyelenggaraan pemerintahan 

berbasis elektronik dan berfokus pada 

pengelolaan informasi dalam 

birokrasi dengan menggunakan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). 

  

2. Optimalisasi peran birokrasi melalui 

e-Government bukan saja menjadi 

tuntutan, akan tetapi juga menjadi 

keharusan, ini disebabkan oleh 

pesatnya pekembangan teknologi 

informasi dan komunikasi serta 

dinamika masyarakat yang sedang 

tumbuh dan berkembang, 

membutuhkan pelayanan yang lebih 

berkualitas, lebih cepat, lebih efisien 

dan efektif serta penuh keterbukaan 

dan akuntabilitas.  
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